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ABSTRAK


Sebelum adanya reformasi, organisasi, administrasi dan finansial pada Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara berada di bawah Departemen Hukum dan HAM (dahulu Departemen Kehakiman) dan kewenangan teknis yudisial di bawah Mahkamah Agung. Adanya reformasi dibidang peradilan dan diamandemennya UUD 1945, maka kekuasaan kehakiman/yudikatif dipisahkan secara penuh dari kekuasaan eksekutif (dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM). Sebagai tindak lanjut dari amandemen UUD 1945, maka Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang No.4 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 13 Undang-Undang tersebut, telah diamanatkan perlunya organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menjadi dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sebagai konsekwensi dari kebijakan tersebut maka Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung. 

Maka tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM serta Kantor Wilayah yang merupakan instansi vertikal sebelum amandemen UUD 1945 dengan setelah amandemen UUD 1945 telah mengalami perubahan karena sudah tidak berkaitan lagi dengan penegakan hukum dibidang peradilan serta bertambahnya tugas pokok dan fungsi terutama dibidang pelayanan hukum yang sebelumnya diberikan oleh Kepaniteriaan di Pengadilan Negeri. Hal ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai Organisasi dan Tata Kerja yang baru baik Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM RI maupun Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Selain itu juga dikeluarkan berbagai Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM RI baik menyangkut tugas pembentukan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum. Tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM secara umum dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah secara khusus, sebagian besar dibidang pelayanan hukum baik pelayanan administrasi negara maupun pelayanan hukum yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meliputi pelayanan jasa hukum, pelayanan keimigrasian, pelayanan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, pelayanan penyuluhan hukum dan pelayanan hak asasi manusia.
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ABSTRACTION
Before reform existence, organizational, administration and finansial [of] [at] General Jurisdiction Body and Arrange State Effort reside in below/under Department of Law and Human Rights ( former [of] Departement of Judgement) and technical [of] judicial authoriti [of] below/under Appellate Court. existence of reform of area of jurisdiction and amandtment of constitution, hence power of judgement dissociated fully from executive power (in this case Departemen Hukum And HAM). As of follow up from amandtment of constitution, hence Government with DPR have authenticated Undang-Undang No.4 [of] about Kekuasaan Kehakiman. Dalam section 13 The Undang-Undang, have been commended [by] the importance of organization, administration and finansial of appellate court and Jurisdiction body [of] below/under [his/its] become below/under power of appellate court. Consequently from the policy hence Presiden have specified Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 about Organizational Pengalihan, administration and finansial [in] environment of Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara and also Peradilan Agama [of] below/under Appellate Court.
Hence the fundamental duty and function of Departemen Hukum And HAM and also Kantor Wilayah Representing vertical institution before amandemen UUD 1945 with after amandemen UUD 1945 have experienced of change [of] since have is not be interconnected again with straightening of law of jurisdiction area and also increase [it] the fundamental duty and the function especially area of previous law service given by Kepaniteriaan [in] district court. This matter [is] ditindaklanjuti with [his/its] exit [is] Peraturan Minister Punish and HAM hit Organisasi and good New administration [of] Organisasi and Administration of Departemen Hukum And HAM RI And Also Kantor Wilayah Departemen Hukum And HAM. Others also be [released] various Peraturan Minister Punish and HAM which go together fundamental duty execution and function of Departemen Hukum And Good HAM RI concerning forming duty punish, applying punish, straightening of law and service punish. Fundamental duty and function of Departemen Hukum And HAM in general and Kantor Wilayah Departemen Hukum And HAM of Central Java peculiarly, most area of good law service [of] administrative services of state and also related/relevant law service with Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) covering service activities punish, service keimigrasian, service to prisoner and citizen of binaan pemasyarakatan, counselling service punish and service of human right.
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